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PENYUSUNAN	DOKUMEN	
	PENGADAAN	TANAH	DAN	PEMUKIMAN	KEMBALI	

Land	and	Resettlement	Action	Plan	(LARAP)	
NSUP	-	KOTAKU	

	

1. Ketentuan	Umum	:	
a. Pelaksanaan	 pengadaan	 tanah	 didasarkan	 pada	 peraturan	 perundang-undangan	

pemerintah	Indonesia	yang	terkait,	meliputi	:	
- UU	 No.	 2	 Tahun	 2012	 tentang	 Pengadaan	 tanah	 bagi	 pembangunan	 untuk	

kepentingan	Umum	
- Peraturan	 Presiden	 No.	 71	 tahun	 2012	 tentang	 penyelenggaraan	 pengadaan	 tanah	

bagi	pembangunan	untuk	kepentingan	umum	(atau	perubahannya)	
- Peraturan	 Kepala	 BPN	 RI	 No.	 5	 tahun	 2012	 tentang	 petunjuk	 teknis	 pelaksanaan	

pengadaan	tanah.	
b. Kerangka	 kerja	 Pengelolaan	 lingkungan	 dan	 Sosial/ESMF	 (Environmental	 and	 Social	

Management	Framework)	KOTAKU		
c. Petunjuk	pelaksanaan	Pengelolaan	Lingkungan	dan	Dampak	Sosial		program	KOTAKU	
d. Panduan	 sederhana	 ini	 digunakan	 untuk	 memberikan	 panduan	 dalam	 penyusunan	

dokumen	Pengadaan	tanah	dan	Pemukiman	Kembali		atau	LARAP	(Land		Acquisition	and	
Resettlement	Action	Plan)	
	

2. Prinsip	Umum	Pengadaan	tanah	dan	pemukiman	kembali	
a. Pengadaan	tanah	dan	pemukiman	kembali	seharusnya	dihindari	bila	dimungkinkan	
b. Bila	tidak	dimungkinkan	maka	pengadaan	tanah	dan	pemukiman	kembali	haris	dipahami	

dan	 dilaksanakan	 sebagai	 program	 pembangunan	 yang	 berkelanjutan	 untuk	
memungkinkan	warga	terdampak	memperoleh	manfaat	dari	kegiatan	proyek.	

c. WTP	 harus	 dibantu	 dalam	 upaya	 meningkatkan	 mata	 pencaharian	 dan	 memulihkan	
mata	 pencaharian	 mereka	 setidaknya	 sama	 atau	 setara	 dengan	 kondisi	 sebelum	
pengadaan	tanah	dimana	kehidupannya	menjadi	lebih	baik.	

	
3. Ketentuan	Pelaksanaan	

Pengadaan	 tanah	 dan	 atau	 pemukiman	 kembali	 diselenggarakan	 dengan	 ketentuan	 sebagai	
berikut	:	

a. Pengadaan	 tanah	 untuk	 penataan	 Kawasan	 permukiman	 dilaksanakan	 berdasarkan	
perencanaan	tataruang	wilayah;	

b. Warga	yang	kehilangan	tanah	dan/atau	aset	lainnya	sebagai	akibat	pengadaan	tanah	untuk	
kegiatan	program	harus	segera	menerima	ganti	rugi	secara	adil.	

c. WTP	yang	harus	pindah	ke	lokasi	lain	sebagai	akibat	dari	pengadaan	tanah	untuk	kegiatan	
program,	maka	harus	melakukan	:		
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(i) Memperoleh	 informasi	tentang	pilihan	dan	hak	mereka	terkait	dengan	pengadaan	
tanah	dan	pemukiman	kembali	

(ii) Mengajak	dan	berkonsultasi	tentang	pilihan-pilihan	ganti	kompensasi	atau	kerugian	
dan	diberi	pilihan	pemukiman	kembali	yang	layak	huni.		

(iii) Diberikan	 kompensasi	 yang	 cepat	 dan	 efektif	 dengan	 penggantian	 penuh	 atas	
kerugian	asset	yang	terkena	proyek	secara	langsung.	

(iv) Diberikan	bantuan	bantuan	(seperti	tunjangan	hidup)	selama	prose	relokasi.	
(v) Disediakan	 bantuan	 perumahan	 atau	 lokasi	 perumahan	 sesuai	 yang	 disetujui	

Bersama	WTP	 yang	 setiddaknya	 setara	 dengan	 situasi	 lokasi	 sebelumnya	 bahkan	
lebih	baik.	

(vi) Diberikan	dukungan	pemulihan	mata	pencaharian	WTP	setelah	perpindahan	untuk	
masa	transisi	berdasarkan	pada	waktu	yang	wajar.	

(vii) memberi	 kesempatan	 untuk	 berpartisipasi	 dalam	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan	
rencana	relokasi,		

d. WTP	 yang	 direlokasi,	 baik	 untuk	 permanen	 	 maupun	 	 untuk	 sementara,	 maka	 perlu	
memperhatikan	 lokasi,	 kemungkinan	 kehilangan	 mata	 pencaharian/pendapatan,	
kemungkinan	 berkurangnya	 akses	 terhadap	 fasilitas	 umum,	 pendidikan	 dan	 kesehatan,	
serta	keharmonisan	dengan	warga	dilokasi	relokasi.	

e. Jika	 WTP	 memutuskan	 untuk	 memberikan	 tanahnya	 secara	 sukarela	 (hibah)	 atau	
memberikan	 izin	 pakai	 atau	 izin	 untuk	 dilewati	 kegiatan	 proyek,	 maka	 harus	 memenuhi	
kriteria	program	KOTAKU.	

	

4. Ketentuan	Penyusunan	dokumen	Pengadaan	Tanah	dan	Pemukiman	kembali	

Sesuai	dengan	ketentuan	pada	UU	No.2	tahun	2012,	pengadaan	tanah	untuk	kepentingan	
umum	 diselenggarakan	 melalui	 perencanaan	 dengan	 melibatkan	 semua	 pengampu	 dan	
pemangku	 kepentingan.	 Dkumen	 perencanaan	 pengadaan	 tanah	 disusun	 berdasarkan	 studi	
kelayakan	yang	dilaksanakan	sesuai	dengan	ketentuan	peraturan	yang	berlaku.	

Kerangka	 Kerja	 Lingkungan	 dan	 Sosial	 atau	 ESMF	 Program	 KOTAKU	 menjelaskan	
penyusunan	 dokumen	 perencanaan	 pengadaan	 tanah	 dan	 pemukiman	 kembali	 atau	 disebut	
LARAP	 (Land	 Acquisition	 and	 Resettlement	 Action	 Plan).	 	 Dokumen	 LARAP	 dibagi	 dalam	 2	
kategori	dampak	yang	diitimbulkan	oleh	Kegiatan	Proyek	sbb:	

a. Kegiatan	yang	membutuhkan	pengadaan	tanah	dan	pemukiman	kembali	(relokasi)	
b. Kegiatan	yang	membutuhkan	pengadaan	tanah	tanpa	ada	merelokasi	warga	terdampak.	

Kegiatan	 yang	 membutuhkan	 pengadaan	 tanah	 dan	 pemukiman	 kembali	 (relokasi)	
dilengkapi	dengan	dokumen	LARAP,	sedangkan	untuk	Kegiatan	yang	membutuhkan	pengadaan	
tanah	 tanpa	 ada	 merelokasi	 warga	 terdampak	 dilengkapi	 dengan	 dokumen	 RPL	 (Rencana	
Penyiapan	Lahan)	
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URAIAN	 KEBUTUHAN	DOKUMEN	

1. Pengadaan	tanah	dan	relokasi	 	

- Jumlah	 WTP	 >200	 orang	 (atau	 >40	 RT)	 atau	
menghilangkan	>10%	dari	asset	produktif	

LARAP	lengkap	

- Jumlah	 WTP	 ≤200	 orang	 (atau	 ≤40	 RT)	 atau	
menghilangkan	≤10%	dari	asset	produktif	

LARAP	Sederhana	

2. Pengadaan	tanah	tanpa	ada	relokasi	 RPL	

	

(i) LARAP	 komprehensif	 atau	 LARAP	 Lengkap	 mencakup	 seluruh	 unsur-unsur	 yang	
diuraikan	 pada	 bagian	 Pokok-pokok	 pembahasan	 dibawah	 pada	 bagian	 6.3.6	 -	 pada	
Panduan	Sederhana		ini.		

(ii) LARAP	 Sederhana	 meliputi	 pembahasan	 yang	 lebih	 sederhana	 yang	 meliputi	 pokok-
pokok	 pembahasan	 yang	 tercantum	 pada	 dokumen	 LARAP	 Lengkap	 dengan	 tanpa	
mencakup	unsur-unsur		pada	pokok	pembahasan,	seperti	dibawah	ini:	

a. Kajian	sosio-	ekonomi	
b. Kajian	Analisis	Hukum	
c. Seleksi	lokasi	dan	persiapan	relokasi		
d. Perumahan,	infrastruktur	dan	pelayanan	sosial	
e. Perlindungan	dan	pengelolaan	lingkungan	hidup	
f. Proses	 partisipatif	 dalam	 persiapan	 pengadaan	 tanah	 dan	 pemukiman	

kembali	

(iii) RPL	 (Rencana	 Penyiapan	 Lahan)	 adalah	 dokumen	 yang	 disusun	 mencakup	 proses	
pengadaan	 tanah	dengan	 tidak	 terdapat	pemindahan	atau	 relokasi	 bangunan	hunian	
atau	 aset	 lain	 dari	 WTP,	 seperti	 pemindahan	 tempat	 usaha.	 Dokumen	 RPL	 disusun	
mencakup	unsur-unsur	seperti	dalam	LARAP	Sederhana,	seperti	berikut	:	

a. Uraian	kegiatan	
b. Pendataan	Warga	terdampak	dan	aset	terdampak	
c. Penilaian	aset	dan	skema	Kompensasi	
d. Proses	konsultasi	
e. Mekanisme		penyampaian	Keluhan	
f. Pembiayaan	
g. Pemantauan	dan	Evaluasi	
h. Rencana	kerja	Penyiapan	Lahan	
i. Jadwal	pelaksanaan		

	
5. Lingkup	Kegiatan	Pengadaan	tanah	dan	Pemukiman	kembali	

Pihak/instansi	 terkait	 yang	membutuhkan	 pengadaan	 tanah	 harus	menyiapkan	 pendanaan	
pelaksanaan	pengadaan	tanah,	meliputi	:	



PANDUAN	PRAKTIS	PENYUSUNAN	DOKUMEN	PENGADAAN	TANAH	&	PERMUKIMAN	LARAP	PENATAAN	KAWASAN	PERMUKIMAN	KUMUH	 7	
	

- Sosialisasi	awal	Rencana	Penataan	Kawasan	Permukiman		
- Penyiapan	pelaksanaan	
- Penyediaan	 anggaran	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan	 pengadaan	 tanah	 dan	 atau	

pemukiman	kembali	dari	Pemerintah	kota/kabupaten	
- Inventarisasi	dan	identifikasi	
- Penetapan	penilai	
- Musyawarah	penetapan	bentuk	ganti	kerugian	
- Pemberian	ganti	kerugian	
- Pelepasan	objek	pengadaan	tanah	
- Peyiapan	hunian	bagi	warga	terdampak	(hunian	sementara	dan	hunian	menetap)	
- Administrasi	dan	pengelolaan	dn	evaluasi	pengadaan	tanah	
- Penyusunan	laporan	

	
6. PELAKU	DAN	TAHAPAN	PELAKSANAAN		

6.1. Pelaku	:	
Pelaku	dalam	proses	pengadaan	tanah	dan	atau	pemukiman	kembali	program	Kotaku		
adalah	:	

1. Project	Management	Unit	(PMU)	NSUP	Kotaku	
- Menetapkan	 kebijakan	 pengelolaan	 program	 terkait	 dengan	 pengelolaan	

dampak	lingkungan	dan	dampak	sosial.	
- Mengendalikan	 program	 termasuk	 penilaian	 kinerja	 pelaksanaan	

pengelolaan	lingkungan	dan	dampak	sosial.	
- Melakukan	 review	 draft	 dokumen	 LARAP	 yang	 diajukan	 oleh	 Pemerintah	

Kabupaten/Kota	
- Mengajukan	 draft	 dokumen	 LARAP	 ke	 pihak	 pemberi	 pinjaman	 untuk	

mendapatkan	NOL	
2. Balai	Prasarana	Permukiman	Wilayah	(BPPW)	dan	Satker	Provinsi	
- Memastikan	 kebijakan	 pengelolaan	 lingkungan	 dan	 dampak	 sosial	 pada	

program	 Program	 KOTAKU	 	 dilakukan	 sesuai	 dengan	 peraturan	 dan	
ketentuan	yang	berlaku	dan	panduan	Kerangka	kerja	lingkungan	dan	sosial	
(Environment	and	Social	Management	Framework/ESMF)	

- Mengendalikan	 program	 termasuk	 penilaian	 kinerja	 pelaksanaan	
pengelolaan	lingkungan	dan	dampak	sosial.	

- Melakukan	 review	 draft	 dokumen	 LARAP	 yang	 diajukan	 oleh	 Pemerintah	
Kabupaten/Kota	

3. Pemerintah	Kabupaten/Kota	(Pokja	PKPK,	Dinas/Instansi	terkait)	
- Memahami	secara	menyeluruh	konsep	pengelolaan	lingkungan	dan	dampak	

sosial	program	Program	KOTAKU	.	
- Melaksanakan	 kegiatan	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan	 pengadaan	 tanah	

dan	atau	permukiman	kembali.		
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- Pemda	menyediakan	anggaran	yang	cukup	untuk	kegiatan	perencanaan	dan	
pelaksanaan	pengadaan	tanah	dan	atau	permukiman	kembali	

- Memantau	dan	evaluasi	kemajuan	pelaksanaan	pengadaan	tanah	dan	atau	
permukiman	kembali.	

4. Konsultan	Managemen	Pusat	(KMP)	
- Menyiapkan	 panduan	 kerja	 perencanaan	 dan	 pelaksanaan	 pengadaan	

tanah	dan	atau	permukiman	kembali.		
- Memfasilitasi	proses	review	draft	dokumen	LARAP	ditingkat	pusat	
- Memantau	dan	evaluasi	kemajuan	pelaksanaan	pengadaan	tanah	dan	atau	

permukiman	kembali.	

5. Tim	Konsultan	LARAP	yang	ditunjuk	oleh	Pemerintah	Kabupaten/Kota	
- Membantu	 Pemerintah	 kabupaten/Kota	 dalam	 melakukan	 proses	

perencanaan	pengadaan	tanah	dan	atau	pemukiman	kembali	
- Melakukan	kajian	aspek	social	ekonomi	dan	aspek	hukum	terhadap	warga	

terdampak	dan	asset-aset	yang	terdampak	
- Menyusun	 strategi	 dan	 rencana	 kerja	 pelaksanaan	 pengadaan	 tanah	 dan	

atau	pemukiman	kembali.	
- Bertanggungjawab	 atas	 seluruh	 proses	 dan	 penyusunan	 dokumen	

perencanaan	pengadaan	tanah	dan	tau	pemukiman	kembali	

6. Tim	konsultan	OSP	dan	Korkot	Program	Kotaku	
- Tim	konsultan	OSP	dan	Korkot	memfasilitasi	proses	sosialisasi	dan	rembug-

rembug	dimasyarakat	dan	Pemerintah	kabupaten/kota.	
- Tim	 Fasilitator	 membantu	 Tim	 Pengadaan	 Tanah	 untuk	 melakukan	

pendataan	warga	dan	asset	asset	terdampak		

7. Tim	Technical	Management	Consultant	(TMC)	Kotaku		
- Bersama	dengan	 tim	Konsultan	 LARAP	melakukan	proses	dan	penyusunan	

dokumen	LARAP.	
- Melakukan	kajian	aspek	social	ekonomi	dan	aspek	hukum	terhadap	warga	

dan	asset-aset	yang	terdampak	
- Memantau	dan	evaluasi	kemajuan	pelaksanaan	pengadaan	tanah	dan	atau	

permukiman	kembali.	

8. Tim	Penilai	Independen		
- Bertanggungjawab	 atas	 penilaian	 kerugian	 yang	 dialami	 oleh	 warga	

terdampak.	
- Melakukan	 penilaian	 independen	 atas	 aset-aset	 warga	 terdampak	 sesuai	

dengan	ketentuan	dan	peraturan	yang	berlaku.	
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6.2. Tugas	dan	tanggungjawab	Pelaku	dalam	Penyusunan	LARAP	

Tugas	 dan	 tanggungjawab	 para	 pelaku	 dalam	 pelaksanaan	 penyusunan	 LARAP	
dijabarkan	dalam	tabel	dibawah	ini.	
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6.3. Tahapan	Pelaksanaan	Pengadaan	Tanah	dan	Pemukiman	kembali	

Kegiatan	pengadaan	tanah	dilaksanakan	melalui	tahapan	sebagai	berikut	:	

1. Persiapan	
2. Sosilisasi	awal	
3. Pendataan		
4. Rembug	dan	konsultasi	
5. Penyusunan	dokumen	LARAP		
6. Review	dokumen	LARAP	
7. Persetujuan	LARAP	
8. Pelaksanaan	LARAP	
9. Pemantauan	pelaksanaan	LARAP	
	

6.3.1 	PERSIAPAN	:	
1. Kegiatan		

a. Identifikasi	kegiatan	di	lokasi	perencanaan	penataan	kawasan	
b. Penentuan	Komponen	kegiatan	/infrastruktur	yang	memerlukan	pengadaan	tanah	
c. Sosialisasi	rencana	penataan	Kawasan	kepada	seluruh	warga		
d. Pembentukan	 Panitia	 Pengadaan	 Tanah	 Pemda	 yang	 melibatkan	 instansi	 terkait,	

warga	dan	tokoh	masyarakat.	
e. Penunjukan	Penilai	Publik	
f. Panitia	menyusun	Rencana	Kerja	:	

- Rencana	pendanaan	pelaksanaan	
- Rencana	waktu	dan	penjadwalan	pelaksanaan	
- Rencana	kerja	pelaksanaan/ToR	Konsultan	penyusuna	LARAP		
- Rencana	kebutuhan	bahan	dan	peralatan	pelaksanaan	
- Inventarisasi	dan	alternatif	solusi	faktor-faktor	penghambat	dalam	pelaksanaan.	

g. Penyediaan	tempat	pengungkapan/media	bagi	warga	

2. Pelaku		
a. TMC	Kota	
b. Pemda/Pokja	PKP		
c. Difasilitasi	oleh	Korkot	Kotaku	

	
6.3.2 SOSIALISASI	AWAL	

1. 	Kegiatan	
d. Mensosialisasikan	langsung	kepada	warga	rencana		Penataan	Kawasan		
- Konsep	rencana		Penataan	Kawasan	
- Jenis	jenis	rencana	kegiatan	penataan	kawasan	
- Potensi-potensi	dampak	lingkungan	dan	social	yang	terjadi	
- Rancangan	batas-batas	kebutuhan	pengadaan	tanah	

e. Membuat	Berita	Acara	Sosialisasi		
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2. 	Pelaku	
a. TMC	Kota	
b. Pemda/Pokja	PKP	
c. Panitia	Pengadaan	Tanah		
d. Difasilitasi	oleh	Korkot	Kotaku	

	
6.3.3 PENDATAAN	DAN	PENILAIAN	ASSET	TERDAMPAK	

1.		Kegiatan	

a. Pengukuran	dan	Pemetaan	
Melaksanakan	pengukuran	dan	pemetaan	bidang	per	bidang	tanah,	meliputi:		
- pengukuran	batas	keliling	lokasi	pengadaan	tanah;		
- pengukuran	bidang	per	bidang;		
- menghitung,	menggambar	bidang	per	bidang	dan	batas	keliling;	dan		
- pemetaan	bidang	per	bidang	dan	batas	keliling	bidang	tanah.		
Hasil	pengukuran	dan	pemetaan	disajikan	dalam	lampiran	2.	
	

b. Sensus	terhadap	Warga,	Aset	Terkena	Proyek	:	
- Nama	pemilik,	pekerjaan	dan	alamat	pihak	yang	berhak	
- Bukti	kepemilikan	dan	atau	penguasaan	tanah,	bangunan,	tanaman	dan	benda	

lain	berkaitan	dengan	tanah.	
- Jenis	penggunaan	tanah	dan	dokumennya	

	“dalam	 hal	 tidak	 terdapat	 dasar	 penguasaan	 dan/atau	 bukti	 kepemilikan	
tanah,	 dibuktikan	 dengan	 surat	 pernyataan	 tertulis	 tentang	 penguasaan	
fisik	 bidang	 tanah	 dari	 yang	 bersangkutan	 dan	 disaksikan	 paling	 sedikit	 2	
(dua)	 orang	 saksi	 dari	 lingkungan	 setempat	 yang	 tidak	 mempunyai	
hubungan	 keluarga	 dengan	 yang	 bersangkutan	 yang	 menyatakan	 bahwa	
yang	bersangkutan	adalah	benar	sebagai	pemilik	atau	menguasai	sebidang	
tanah”	Perka	BPN	No.5/2012	pasal	16	ayat	2b.	

c. Luas	tanah/bangunan	eksisting;	
- Luas	tanah/bangunan	yang	terkena	dampak	dari	Kegiatan;	
- Luas	tanah/bangunan	sisa	setelah	terkena	Kegiatan	(jika	sisa	bangunan/tanah	

tidak	layak	untuk	dihuni/ditanami	lagi,	maka	dianggap	bahwa	bangunan/tanah	
tersebut	terkena	seluruhnya);	

- Berapa	%	tanah/bangunan	yang	terkena	dampak	dari	Kegiatan;	
- Status	kepemilikan	dari	tanah/bangunan	tersebut;	
- Fungsi	tanah/bangunan	yang	terkena	dampak;	
- Kondisi	bangunan	(permanen,	semi	permanen,	temporer,	IMB,	non	IMB);	
- Tanaman/pohon	 yang	 terkena	 proyek	 Kegiatan	 (jenis,	 jumlah,	 kondisi,	 usia,	

produktivitas);		
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- Aset	 lain	 yang	 terkena	dampak,	misal	 sumur,	 instalasi	 listrik,	 pagar,	 dll,	 serta	
biaya	untuk	memperolehnya.		

Lihat	 contoh	 tabel	 untuk	 penyajian	 hasil	 identifikasi/inventarisasi,	 atau	 dapat	
mengikuti	tabel	Daftar	Norminatif	dalam	Lampiran	V	Peraturan	Kepala	BPN	No.	5	
tahun	2012,	sesuai	kebutuhan	yang	dikembangkan	menggunakan	(lampiran	3)	

d. Penilaian	Asset	Terdampak	

Penilaian	 asset	 terdampak	 dilakukan	 oleh	 Tim	 Penilai	 yang	 independent	 sesuai	
dengan	ketentuan	peraturan	perundang-undangan	yang	berlaku.	
Tim	Penilai	melakukan	penilaian	atas	besarnya	nilai	kerugian	yang	meliputi	:	
- Tanah	
- Ruang	atas	tanah	dan	bawah	tanah	
- Bangunan	
- Tanaman	
- Benda	yang	berkaitan	dengan	tanah	dan		
- Kerugian	lain	yang	dapat	dinilai	

Hasil	 penilaian	 tim	 penilai	 dijadikan	 bahan	 rembug	 bernegosiasi	 dengan	 warga	
terdampak		untuk	menetapkan	bentuk	ganti	kerugian.	
	

2.	 Pelaku	:	

a. Panitia	Pengadaan	Tanah	Pemda	
b. Tim	Penilai	Independen	
c. Konsultan	Penyusun	LARAP	
d. TMC	Kota		
e. Difasilitasi	oleh	Tim	Fasilitator	Korkot	KOTAKU	

		
6.3.4 SOSIALISASI	PENDATAAN	WARGA	DAN	ASET	TERDAMPAK	

Sosialisasi	 diberikan	 bagi	 seluruh	 warga	 khusunya	 bagi	 warga	 terdampak.	 Pelaksanaan	
sosialisasi	 dapat	 diilakukan	 beberapa	 kali	 sampai	 seluruh	warga	 terdampak	mengetahui	
dan	memahami	hasil-hasil	hasil	pendataan	terhadap	warga	 terdampak	dan	asset	–	asset	
terkena	proyek.	

1.			Kegiatan		
a. Mensosialisaikan	 hasil	 pendataan	 identifikasi	 &	 inventarisasi	 WTP	 dan	 asset	

terdampak	 di	 tempat	 yang	mudah	 dilihat	 oleh	 warga	 terdampak	 (dilokasi	 proyek	
atau	tempat	strategis).		

b. Melakukan	perbaikan	data	WTP	dan	asset	terdampak	atas	masukan	dari	warga	
c. Menetapkan	data	WTP	dan	asset	terdampak	
d. Mengkaji	kebutuhan	dokumen	perencanaan	pengadaan	tanah	dan	atau	pemukiman	

kembali.		
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e. Menetapkan	kebutuhan	dokumen	pengadaan	tanah	dan	atau	pemukiman	kembali	
(LARAP	atau	RPL)	

	
2.	Pelaku	

a. Pemda	/Pokja	PKP	
b. Panitia	Pengadaan	Tanah	Pemda		
c. Konsultan	Penyusun	LARAP	
d. TMC	Kota		
e. Difasilitasi	oleh	Tim	Fasilitator	Korkot	KOTAKU	

	
6.3.5 REMBUG	WARGA	DAN	KONSULTASI	:	

1. 	Kegiatan	

a. Melakukan	 rembug	 dengan	 warga	 terdampak	 dengan	 tema	 terkait	 dengan	
pengadaan	 tanah	 dan	 pemukiman	 kembali	 untuk	 mendapatkan	 berbagai	
kesepakatan.	 Pelaksanaan	 rembug	 dilakukan	 secara	 berulang-ulang	 sampai	 ada	
kesepakatan	bersama,	meliputi	:	
(i) Konsultasi	 dengan	 warga	 terdampak	 tentang	 pilihan	 bentuk	 pemberian	

kompensasi	atas	pengadaan	tanah	dan	asset	terdampak.	Bentuk	ganti	kerugian	
dapat	berupa	:		
- Uang	
- Tanah	pengganti	
- Pemukiman	kembali;	atau	
- Bentuk	lain	yang	disetujui	oleh	kedua	belah	pihak.	

(ii) Rembug	penetapan	bentuk	ganti	kerugian	dan	kompensasi	atas	tanah	dan	asset	
terdampak	 sesuai	 dengan	 hasil	 penilaian	 yang	 dilakukan	 oleh	 tim	 penilai	
independen.		

(iii) Rembug	 dan	 konsultasi	 opsi	 pemindahan	 warga	 terdampak	 (lokasi,	 jenis	 hak	
atas	bangunan	dan	tanah,	seperti	hibah,	HGB,	hak	milik,	subsidi	sewa	dan	lain-
lain).	

(iv) Rembug	tata	cara	pemindahan	dan	penetapan	lokasi	pemindahan	warga	
(v) Rembug	 penentuan	 pilihan	 pemberian	 bantuan	 atau	 kompensasi	 untuk	

peningkatan	penghidupan	warga	terdampak,	dll	

b. Setiap	 hasil-hasil	 rembug	 dituangkan	 dalam	 Berita	 Acara	 dan	 Notulen	 yang	
dilengkapi	dengan	daftar	hadir	serta	didokumentasikan	dengan	baik.	Dalam	Berita	
Acara	harus	memuat	hal-hal	yang	disepakati	dan	belum	disepakati	

c. Seluruh	 hasil-hasil	 remug	 dan	 konsultasi	 harus	 diungkapkan	melalui	media	warga	
yang	ada	supaya	seluruh	warga	dapat	mengetahui.	

	



16	 PANDUAN	PRAKTIS	PENYUSUNAN	DOKUMEN	PENGADAAN	TANAH	&	PERMUKIMAN	LARAP	PENATAAN	KAWASAN	PERMUKIMAN	KUMUH	
	

2.		Pelaku		

a. Pemda	/Pokja	PKP	
b. Panitia	Pengadaan	Tanah	Pemda		
c. Konsultan	Penyusun	LARAP	
d. TMC	Kota		
e. Difasilitasi	oleh	Tim	Fasilitator	Korkot	KOTAKU	

	
6.3.6 PENYUSUNAN	DOKUMEN	LARAP	

Penyusunan	 dokumen	 LARAP	 dilakukan	 setelah	 memperoleh	 hasil	 atau	 keluaran	 dari	
pelaksanaan	proses	tahapan	diatas.	
Tim	penyusun	dokumen	LARAP	atau	RPL	telah	mengikut	proses	pendataan,	sosialisasi	dan	
rembug-rembug	serta	konsultasi	dengan	warga	dan	para	pihak	terkait.	
Dokumen	 LARAP	 atau	 RPL	 yang	 disusun	 mencakup	 proses	 kegiatan	 perencanaan	
pengadaan	tanah	dan	pemukiman	warga	terdampak.	
Penyusunan	dokumen	LARAP	mengikuti	ketentuan	dan	aturan	yang	berlaku	dalam	ESMF	
program	KOTAKU.	
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Gambar : Diagram Proses Penyusunan dokumen LARAP

PELAKSANAAN	KONSTRUKSI	

PENYARINGAN	KEGIATAN	BERDASARKAN	POTENSI	DAMPAK	
SOSIAL	

Pengadaan	Tanah	dan	Permukiman	kembali	

SOSIALISASI		

Survey	sosial	ekonomi	

- Identifikasi	WTP	
- Inventarisasi		
- Identifikasi	Potensi	Dampak	Sosial	dan	Ekonomi	

Pengumuman	awal	mengenai	daftar	WTP	dan	
Aset	terkena	dampak.	

Perkiraan	nilai	tanah	dan	aset		terdampak		

Konsultasi	dengan	WTP		
1. Pilihan	skema	pengadaan	tanah	
2. Pilihan	skema	pemindahan	penduduk	
3. Jadwal	pengadaan	tanah	dan	/atau	
pemindahan	penduduk.	

	

Penyusunan	dokumen	LARAP	Sederhana	atau	
LARAP	Komprehensif		

Pengesahan	dan	Penganggaran	

Pemuatan	LARAP	Sederhana	atau	LARAP	
Komprehensif	ke	dalam	RK	

Pelaksanaan	LARAP	Sederhana	atau	LARAP	
Komprehensif:	

- Pengadaan	tanah	
- Pemindahan	Penduduk	
- Penggantian	aset	
- Pemulihan	Pendapatan	
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Pokok-pokok	Pembahasan	LARAP	

Pembahasan	 dokumen	 LARAP	 disusun	 secara	 sistematis.	 Dokumen	 LARAP	 mencakup	
pembahasan	proses	pelaksanaan,	permasalahan	dan	penanganannya	serta	kesepakatan	dengan	
warga	 terdampak.	 Pokok-pokok	 pembahasan	 dalam	 LARAP	 menyesuaikan	 dengan	
permasalahan	yang	ditemui	dari	setiap	lokasi	perencanaan,	seperti	contoh	dibawah	ini	:		

1. Pendahuluan	
2. Gambaran	umum	perencanaan	
3. Konsep,	visi	dan	rencana	penataan	kawasan	
4. Kajian	warga	terdampak	proyek	
5. Kajian	legalitas	tanah	
6. Kegiatan	rembug	dan	konsultasi	publik	
7. Pengaduan,keluhan	dan	pengungkapan	
8. Penilaian	aset	
9. Rencana	pemindahan	sementara	
10. Pemantauan	dan	pelaporan	
11. Rencana	pembangunan	dan	pemukiman	kembali	
	

I. Pendahuluan	
1.1 Latar	belakang	
- Konteks	 program	 Kotaku	 di	 kota/kabupaten,	 kebijakan	 nasional,	 pemerintah	

kota/daerah	yang	mendasari	pelaksanaan	program	Kotaku.	
- Permukiman	Kawasan	dan	permasalahan	utama	kumuh	permukiman	
	

1.2 Tujuan	kegiatan	
- Memberikan	 panduan	 operasional	 bagi	 pihak-pihak	 terkait	 di	 dalam	 proses	

pelaksanaan	penataan	kawasan.		
- Mendokumentasikan	 seluruh	 proses	 kegiatan	 penyiapan	 lahan	 dan	

implementasinya	dalam	penataan	kawasan	yang	memenuhi	syarat	
- Memberikan	 pedoman	 bagi	 Pemerintah	 Kota	 untuk	melakukan	 pemantauan	 hasil	

kegiatan	sebelum,	pada	saat,	dan	setelah	penataan	
	

1.3 Lokasi	Kegiatan	
Lokasi	kegiatan	penyusunan	LARAP	ini	akan	mencakup	kawasan	yang	akan	terkena	
dampak.	Mencakup	luas	area,	warga	terdampak	(KK),	asset	bangunan/rumah	terdampak	
yang	dilampiri	peta	delineasi	dan	rencana	kegiatan	yang	jelas	terlihat	di	peta.	
	

1.4 Lingkup	Kegiatan		
Panduan	 ini	 akan	 berisi	 ketentuan,	 tahapan/proses	 penataan,	 karakteristik	 Warga	
Terkena	 Dampak	 (WTP)	 penataan,	 kajian	 mengenai	 status	 legalitas	 tanah,	 proses	
konsultasi	 yang	 bermakna,	 skema	 penataan	 yang	 disepakati,	 hasil-hasil	 kesepakatan	
WTP	dengan	Pemerintah	Kota/kabupaten,	rencana	tapak	penataan,	proses	pemindahan	
dari	 dan	 ke	 (hunian	 sementara/huntara	 dan	 hunian	 tetap/huntap),	 mekanisme	
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penanganan	pengaduan,	perkiraan	anggaran	dan	biaya,	sumber	pendanaan	dan	instansi	
yang	terlibat.	

1. Gambaran	 Umum	 lokasi	 perencanaan,	 rencana	 kegiatan	 program	 penanganan	
kawasan	perenacnaan	

2. Kajian	potensi	dampak	fisik,	ekonomi	dan	sosial	dari	kegiatan	program	
3. Sensus	 Warga	 Terkena	 Proyek	 (WTP)	 dan	 inventarisasi	 aset	 pribadi	 maupun	

masyarakat	atau	publik	yang	terkena	kegiatan	program	
4. Kajian	rencana	kegiatan	program	penanganan	kumuh,	antara	lain	:	

a. Visi	rencana	penataan	ruang	kawasan;	
b. Skenario	rencana	penataan	ruang	kawasan,	beserta	kajian	manfaat	dan	dampak	

negatifnya	 atau	 konsekuensinya/implikasi	 dampak	 fisik,	 sosial,	 ekonomi	 dan	
finansial	serta	waktu	untuk	setiap	opsi/pilihan;	

c. Jika	 ada	 rencana	penataan	 kawasan	 secara	on-site	 atau	 relokasi,	 dilakukan	 juga	
kajian	atas	hunian	sementara	dan	hunian	tetap	untuk	setiap	skenario	

5. Kajian	regulasi	yang	mendasari	kegiatan	penataan	kawasan	
6. Kajian	sosio-ekonomi	WTP	
7. Kajian	status	legalitas	dan	kesesuaian	tanah,	perijinan	serta	penataan	hak	atas	tanah	

yang	diusulkan	
8. Penilaian	 aset	 yang	 terkena	 dampak	 kegiatan	 penataan	 oleh	 pihak	 independen	

(KJPP)	terkait	dengan	rencana	besaran	kompensasi.	
9. Rencana	rembug	dan	konsultasi	publik	dan	dokumentasi	pelaksanaan	
10. Rencana	 kerja	 pelaksanaan	 atau	 opsi	 yang	 disepakati	 (persiapan,	 pelaksanaan	

konstruksi	 dan	pasca	 konstruksi)	 termasuk	perkiraan	biaya	dan	 sumber	biaya	 yang	
dibutuhkan,	instansi	yang	bertanggungjawab,	serta	waktu	pelaksanaan.	

11. Pemantauan	dan	pengelolaan	informasi	dan	masalah,	pihak	yang	bertanggungjawab	
melakukan	 pemantauan,	 pelaporan.	 Mekanisme	 penyampaian/informasi	 dan	
masalah	kepada	publik.	

	
1.5 Keluaran		

Lihat	 poin	 1.3.	 Kegiatan	 ini	 harus	menghasilkan	 dokumentasi	 proses	 di	 setiap	 tahapan	
kegiatan	 yang	 dilakukan	 di	 point	 1.3,	 ditambah	 Lampiran	 berisi	 dokumentasi	 seluruh	
proses	LARAP	yang	rinci	dan	selengkap	mungkin:	
a. Foto,	gambar,	peta	
b. Notulensi	pertemuan,	 topik	yang	dibahas,	poin	kesepakatan	dan	ketidaksepakatan,	

rencana	tindak	lanjut,	daftar	hadir	dengan	tanda	tangan	
c. Hasil	rembug	masyarakat	dan	surat	kesepakatan	kolektif.	Misalnya	untuk	tata	 letak	

rumah,	desain	bangunan,	kontribusi	masyarakat,	dll	
d. Hasil	kesepakatan	individual	dengan	WTP			
e. Alur	proses	pengurusan	hak	atas	tanah	yang	dilakukan	oleh	Pemerintah	Kota	dengan	

pemerintah	pusat,	masyarakat	dan	pihak-pihak	 lain	termasuk	masyarakat	yang	 ikut	
mengajukan	hak.		
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f. Rencana	Kerja	Penataan	kawasan.	 (matrik	kegiatan	siapa	yang	bertanggungjawaba,	
waktu	pelaksanaan,	sumber	dan	alokasi	biaya)	

	
II. Gambaran	Umum	Perencanaan	

a. Meliputi	 rencana	 penataan	 kawasan	 (ini	 mencakup	 informasi	 lokasi	 penataan	 dan	
pembagian	segmen	kalau	ada)		

b. Informasi	 rencana	 kegiatan	 penataan	 kawasan	 kumuh	 (sebutkan	 informasi	 masalah	
utama	kekumuhan)		

c. Potensi	dampak	yang	terjadi	dari	penataan	kawasan	(outputnya	kegiatan	yang	berpotensi	
menimbulkan	 dampak	 sosial-	 kegiatan-kegiatan	 yang	 ada)	 dilengkapi	 dengan	 peta	 dan	
matrik	rencana	kegiatan	di	kawasan		meliputi	dampak	lingkungan,	sosial,	ekonomi).	

Pembahasan	ini		jelaskan	secara		rinci	dengan	peta,	foto,	gambar	dan	tabel		

2.1		Lokasi		Perencanaan	Kawasan		
• Kondisi	existing	di	Kawasan		
• Peta	tapak	existing	dengan	batas-batas	yang	jelas.	Batas	kawasan:	kelurahan,	RW,	RT,	

persil	rumah,	jumlah	(KK)	data	demografi	
• Isu	strategis	di	dalam	Kawasan:	isu	penataan,	isu	kumuh	(7	aspek,	isu	kebijakan	kota)	
• Isu	 lingkungan	 dan	 sosial	 yang	 ada	 di	 Kawasan	 dan	 berkaitan	 dengan	 penataan	

kawasan	(isu	status	tanah,	sosial	ekonomi/penghidupan,		Jumlah	WTP	)		
• Rencana	 kegiatan	 penataan	 di	 Kawasan	 secara	 utuh:	 ada	 berapa	 kegiatan,	 daftar	

kegiatan	 dan	 lingkup	 area	 perencanaannya	 (Matrik	 rencana	 Aksi	 kawasan	 dalam	
RP2KPKP)	

	
2.2	Sub-Kawasan	(jika	dibagi	dalam	sub	kawasan)		

• Batas	kawasan:	kelurahan,	RW,	RT,	persil	rumah,	jumlah	WTP	(KK)	
• Peta	tapak	dan	jaringan	existing	dengan	batas-batas	yang	jelas	
• Penapisan	kegiatan	yang	berpotensi	menimbulkan	dampak	sosial	(nama	kegiatan	dan	

peta	lokasi)		
• Deskripsi	 rencana	 kegiatan	 di	 sub-kawasan	 yang	 berpotensi	 menimbulkan	 dampak	

sosial	 :	 rencana	 tapak	 dan	 jaringan	 di	 sub-kawasan,	 karakteristik	WTP,	 status	 lahan	
(hak	milik	WTP	dan	negara),	 rencana	pengusulan	hak	 atas	 tanah,	 dan	 kegiatan	 yang	
sudah	dilakukan	selama	ini		

	
	
	

III. Konsep,	Visi	dan	Rencana	Penataan	Kawasan	

a. Ketentuan	 yang	 melandasi	 kegiatan	 penataan	 kawasan/sub	 kawasan	 (dasar-dasar	
hukum	yang	melandasi	yang	berakhir	pada	memorandum	Program	)	

b. Visi	Penataan	kawasan/sub	kawasan		
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c. Jelaskan	 dengan	 peta	 dan	 gambar	 mengenai	 kondisi	 existing	 Kawasan/sub	 kawasan	
dalam	kaitan	dengan	penataan	kumuh.	Mulai	dengan	persoalan	kumuh	yang	ada	di	sub-
kawasan	 tersebut:	 membunyikan	 tabel	 aspek	 kumuh	 ditambah	 karakteristik	 sosial	
ekonomi	warga	(diawali	dengan	kondisi	awal	dari	kawasan)	

d. Rencana	 penataan	 kawasan/sub	 kawasan.	 Berisi	 rencana	 tapak	 (kondisi	 eksisting)	
disajikan	dalam	bentuk	peta,	gambar	dan	tabel,	intinya	menceritakan	kawasan	ini	akan	
jadi	seperti	apa	setelah	penataan,	secara	utuh	termasuk	tata	guna	 lahan	dan	hak	atas	
tanah.	 Rencana	 penataan	 ini	 yang	 akan	 menjadi	 bahan	 rembug	 warga.	 Rencana	 ini	
bersifat	 dinasmis,	 dan	 dapat	 berubah	 setelah	 mendapat	 masukan	 dari	 warga	 dan	
Pemkot.	(meliputi	lokasi	rencana	penataan:	bantaran	sungai,	dll)	

e. Rencana	kegiatan	pembangunan	dan	penataan	kawasan.	Jelaskan	volume	kegiatan	yang	
direncanakan,	dan	lingkup	wilayah	yang	akan	terdampak	beserta	perkiraan	jumlah	WTP	
(jumlah	 dan	 daftar	 WTP	 akhir	 akan	 dihasilkan	 setelah	 survey	 sosial	 ekonomi	 dan	
kesepakatan	dengan	WTP).		

	
IV. Kajian	Sosio-Ekonomi	Warga	Terdampak	Proyek	(WTP)		

Lihat	ke	dalam	ESMF	Lampiran	21	mengenai	poin-poin	survey	yang	perlu	dilakukan.		

1. Sensus	WTP	dan	Inventarisasi	Aset	Terdampak.		
Informasi	 diberikan	 dalam	 bentuk	 tabel	 ringkas	 (lihat	 Lampiran	 23	 dalam	 ESMF),	
sementara	deskripsi	yang	lebih	rinci	disajikan	dalam	lampiran	LARAP.			
a. Perlu	dicatat	bahwa	survey	ini	harus	dilakukan	dengan	metoda	sensus	(100%	warga)	
b. Tentukan	 lebih	dulu	batas	kawasan	perencanaan	yang	akan	terkena	dampak	(batas	

RT	dan	RW)	untuk	menentukan	cakupan	wilayah	survey	dan	KK	yang	termasuk	WTP	
(sepanjang	drainase	dan	infrastruktur	lain	yang	di	bangun)	

Materi	sensus:		
a. Daftar	WTP,	dibedakan	antara	WTP	yang	berhak	atas	tanah	dan	penghuni	tanpa	hak	

atas	 tanah.	 Pelajari	 ketentuan	 pemerintah	 mengenai	 penghuni	 yang	 berhak	 dan	
tidak	berhak	mengajukan	hak	atas	tanah,	dibuat	daftar	khusus	untuk	penghuni	yang	
saat	ini	dianggap	tidak	memiliki	hak	atas	tanah	(tidak	punya	legalitas)	

b. Inventaris	bidang	tanah	dan	bangunan	terkena	dampak,	termasuk	informasi	berikut:	
- Ukuran	total	bidang	tanah	terkena	dampak	dan	bukti	kepemilikan	untuk	setiap	

WTP	(media	bantu:	buku	tanah	di	Kel/Kec),	ukuran	luas	yang	akan	diambil	untuk	
kegiatan	proyek,	ukuran	tanah	sisa	dan	jenis	peruntukan	dari	tanah	yang	tersisa	
(bagian	bangunan	apa	yang	akan	terpotong).	Buat	dalam	tabel	dan	peta	persil.	

- Status	kepemilikan	dan	penguasaan	tanah	dan	bangunan	yang	terkena	dampak,	
dan	bukti	kepemilikan/penguasaan	

- Fungsi	tanah	dan	bangunan	yang	terkena	dampak.		
- Kondisi	 bangunan	 (permanen,	 semi	 permanen,	 sementara,	 dll),	 termasuk	 yang	

berada	 di	 dalam	 tanah,	 dan	 sepanjang	 jalan/saluran	 yang	 terkena	 dampak	
proyek	
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- Aset	lain	yang	terkena	dampak.	Dalam	hal	ini	didata	pula	bangunan	dan	fasilitas	
seperti	 tiang	 listrik,	 pipa	 di	 bawah	 tanah,	 sumber	 air	 minum	 (sumur,	 tower,	
reservoir,	 dll),	 saluran,	 bangunan	 diatas	 saluran	 dan	 jalan	 (misalnya	 bangunan	
usaha,	akses	masuk	ke	rumah,	tempat	usaha,	gang	masuk	ke	permukiman)	

c. Jumlah	total	WTP	dan	Rumah	Tangga	Terkena	Proyek	(RTP)	
d. Jumlah	 RTP	 yang	 harus	 pindah	 atau	 tanah/bangunan/asetnya	 terpotong	 proyek.	

Bedakan	 antara:	 (1)	 mereka	 yang	 mampu	 dan	 bersedia	 membangun	 kembali	
rumah/bangunan	 di	 tanah	 yang	 tersisa.	 Kesediaan	 ini	 harus	 berdasarkan	
pengetahuan	 RTP	 tentang	 rencana	 rinci	 proyek,	 ditunjukkan	 dengan	 peta,	 gambar	
atau	 animasi	 kondisi	 setelah	 kegiatan	 penataan.	 (2)	 mereka	 yang	 tidak	 mampu	
membangun	 kembali,	 dan	 dibicarakan	 skema-skema	 apa	 yang	 mungkin	 dilakukan	
warga	 dan	 diberikan	 pemerintah	 kota.	 (3)	 mereka	 yang	 terpaksa	 harus	 pindah	 ke	
tempat	lain	(jika	ada).		

e. Jumlah	 RTP	 yang	 akan	 kehilangan	 10%	 aset	 produktif	 mereka.	 Pengertian	 aset	
produktif	 bisa	 termasuk:	 bangunan	 yang	 terpotong	 adalah	 tempat	 usaha,	 ruang	
dalam	rumah	yang	perlu	dibangun	kembali	agar	sesuai	dengan	fungsi	semula	(dapur,	
sumur,	jamban,	dll)	

2. Kajian	sosial-ekonomi	
Temuan-temuan	 pada	 kajian	 ini	 mencakup	 RTP	 yang	 akan	 kehilangan	 10%	 aset	
produktif,	dan/atau	 terpaksa	pindah	ke	 lokasi	 lain.	Dalam	kasus	RW	23,	mungkin	 tidak	
akan	 ada	 yang	 pindah	 ke	 lokasi	 lain,	 tetapi	 kemungkinan	 besar	 akan	 ada	 pemindahan	
sementara	yang	berpengaruh	pada	penghidupan	RTP	selama	tinggal	di	huntara.	(daftar	
WTP	 yang	 kehilangan	 aset	 <10%	 dan	 >10%,	 berapa	WTP	 yang	 akan	 pindah	 semetara	
atau	 ke	 rumah	 famili/saudara,	 pengaruh	 terhadap	 aktifitas	 penghidupan	 sehari-hari	
seperti:	anak-anak	sekolah	akan	mengeluarkan	biaya	lebih	utuk	transportasi)	
Informasi	 disediakan	 secara	 berkala,	 baik	 pada	 awal	 pendataan,	 selama	 masa	 proyek	
berlangsung,	 dan	 setelah	 penataan	 selesai	 à	 menjadi	 bagian	 dari	 mekanisme	
pemantauan	berkala.	
a. Hasil	sensus	terhadap	WTP		
b. Uraian	tentang	sistem	produksi,	tenaga	kerja	dan	organisasi	rumah	tangga	
c. Pola-pola	 interaksi	 sosial	 di	 dalam	 masyarakat	 yang	 terkena	 dampak,	 termasuk	

jaringan	 sosial	 dan	 sistem	 dukungan	 sosial,	 dan	 bagaimana	 mereka	 akan	 terkena	
dampak	kegiatan	

d. Informasi	 tentang	 kelompok	 rentan:	 warga	 miskin	 dan	 sangat	 miskin,	 perempuan,	
difabel,	 lansia,	 anak	 sekolah	 (bagaimana	 rencana	 selama	 tinggal	 di	 huntara),	 dan	
masyarakat	marjinal	lain	yang	ditemui	di	RW	23	(identifikasi	oleh	warga	setempat)	

e. Sistem	kepemilikan	dan	penguasaan	hak	atas	tanah	dan	sistem	pengalihan,	termasuk	
inventarisasi	 sumber	 daya	 alam	 milik	 bersama,	 yang	 darinya	 warga	 memperoleh	
mata	 pencaharian	 dan	 makanan	 (misalnya	 ada	 usaha	 yang	 serupa	 atau	 usaha	
bersama	yang	membutuhkan	ruang	khusus	atau	komunal),	sistem	hak	pakai	berbasis	
non	hak	milik	(jika	ada	lahan-lahan	yang	digunakan	oleh	warga	untuk	tanaman	yang	
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dimakan/dijual	 untuk	 keperluan	 sehari-hari)	 yang	 diatur	 dengan	 mekanisme	 yang	
diakui	 setempat,	dan	setiap	masalah	yang	 timbul	karena	berbagai	 sistem	hak	untuk	
menempati	dan	memanfaatkan	tanah	di	RW	23.		

f. Infrastruktur	 publik	 dan	 fasilitas	 pelayanan	 sosial	 yang	 akan	 terkena	 dampak.	 Di	
dalamnya	 termasuk	 sistem	 penyediaan	 air	 minum,	 pembuangan	 limbah,	 sampah,	
fasilitas	 pendidikan,	 kesehatan,	 tempat	 penitipan	 anak,	 tempat	 mencuci	 dan	
menjemur	pakaian,	dan	hal-hal	lain	yang	akan	berubah	selama	di	huntara	dan	di	RW	
23	setelah	penataan.		

g. Ciri-ciri	sosial	dan	budaya	WTP,	di	dalamnya	berisi	uraian	tentang	 lembaga-lembaga	
formal	 dan	 informal	 yang	 mungkin	 terkait	 dengan	 strategi	 konsultasi,	 proses	
penataan	 kawasan	 (termasuk	 rancangan	 desain	 bangunan),	 dan	 implementasi	
kegiatan	penataan.		

h. Informasi	 awal	 mengenai	 mata	 pencaharian	 WTP,	 termasuk	 pola	 produksi	 dan	
penghasilan	 yang	 diperoleh	 dari	 kegiatan	 ekonomi	 formal	 maupun	 informal,	 serta	
tingkat	kehidupan	WTP	(termasuk	kesehatan).		

	
V. Hasil	Kajian	Legalitas	Tanah	dan	Usulan	Penataan	Hak	Atas	Tanah		

5.1 Ketentuan	dan	hukum	yang	berlaku		
Ketentuan	 dan	 hukum	 yang	 berlaku	 langsung	 pada	 konteks	 pengadaan	 tanah	 pada	
kawasan.	 Bisa	 dibuat	 dalam	 bentuk	 tabel:	 hukum/ketentuan/prosedur	 normatif	 dan	
dampak/kaitan	dengan	 status	 lahan	 	 dan	Kemungkinan	 akan	 ada	 kombinasi	 beberapa	
skema	penataan	tanah:		
Contoh	:	
- Tanah	BBWS	–tergantung	hak	yang	nantinya	diberikan	setelah	proses	pengajuan	
- Tanah	 WTP	 (non	 lahan	 BBWS):	 apakah	 penataan	 akan	 membutuhkan	 LC?	 Perlu	

disepakati,	setelah	ada	penjelasan	pengertian	LC	kepada	warga	dan	prosedur	yang	
harus	 dijalani	 (karena	 LC	 akan	 berimplikasi	 pada	 penataan	 hak	 atas	 tanah,	 bukan	
hanya	perubahan	bidang	tanah,	dan	ada	bagian	yang	harus	dikontribusikan	sebagai	
STUP)		

- Skema-skema	 pemberian	 hak	 atas	 tanah	 pasca	 penataan.	 Misalnya:	 apakah	 ada	
kenaikan	 status	 (dari	HGB/leter	C	ke	SHM),	bagaimana	biaya	pembuatan	 sertifikat	
baru,	berapa	lama	proses	yang	dibutuhkan,	pihak-pihak	yang	terlibat	
	
	

5.2 Hasil	kajian	status	legalitas	tanah	WTP	
Hasil	 kajian	 status	 legalitas	 tanah	WTP	 (lihat	 poin	 IV:	 status	 kepemilikan	 tanah	 perlu	
dirinci,	jenis-jenis	hak	apa	yang	dipegang	(untuk	WTP	tanpa	hak	atas	tanah).	Untuk	WTP	
penghuni	 tanpa	 hak	 atas	 tanah	 perlu	 informasi	 lebih	 rinci:	 misalnya	 berapa	 KK	 yang	
dapat	mengajukan	hak	atas	tanah	sesuai	aturan	(misalnya:	sudah	tinggal	secara	terus-
menerus	selama	minimal	20	tahun,	dan	dengat	niat	baik--memang	untuk	tinggal,	bukan	
komersial	 membuat	 kontrakan	 dsb.	 proses	 peralihan	 hak	 milik	 yang	 ditempati	 bisa	
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dialihkan	 melalui	 jual	 beli,	 hibah,	 utk	 tanah	 negara	 bisa	 ditignkatkan	 melalui	
permohonan	kepada	negara).	
	

5.3 Alur	pengurusan	pengajuan	hak	atas	tanah	
Alur	 pengurusan	 pengajuan	 hak	 atas	 tanah,	 termasuk	 prosedur,	 timeline,	 pihak-pihak	
yang	terlibat	 (terutama	pemerintah	kota,	PU	dan	WTP	ditambahkan	peran	yang	dapat	
dilakukan	oleh	tim	Korkot,	fasilitator	dan	BKM	serta	konsultasi	dengan	BPN/ATR)	
	

5.4 Rencana	bidang	tanah	yang	diusulkan	dalam	penataan	
Rencana	bidang	tanah	yang	diusulkan	dalam	penataan	baik	tanah	yang	dimiliki/dikuasai	
WTP,	maupun	bidang	tanah	yang	diajukan	relokasi.	Luas	dan	bentuk	persil	bidang	tanah	
perlu	 digambarkan	 dalam	 peta	 garis,	 dilengkapi	 dengan	 nomor	 dan	 keterangan	 per	
persil.	(dilengkapi	siteplan	huntap,	berapa	daya	tampung/KK/unit	dan	opsi	lainnya)	
	

5.5 Kesepakatan	dengan	WTP	
Kesepakatan	 dengan	 WTP	 yang	 memegang	 hak	 pemilikan/penguasaan	 atas	 tanah	
terkait	rencana	penataan	(dilihat	dari	hasil	rembug/BA	kesepakatan	warga).	
	

5.6 Skema	rencana	penataan	kawasan	
Skema	rencana	penataan	kawasan	perlu	kesepakatan	dengan	WTP	pemegang	hak	atas	
tanah.	 (misalnya	 untuk	 pemukiman	 di	 tanah	milik	warga	 apakah	 perlu	 dilakukan	 LC?,	
yang	dilengkapi	Berita	Acara	rembug	Warga)		
	

VI. Rencana	Kegiatan	Konsultasi	Publik		
6.1 Rencana	konsultasi	Publik	

Hasil	 survey	 dipresentasikan	 ke	masyarakat	 dan	 diumumkan	 di	 tempat-tempat	 umum	
yang	mudah	 diakses	WTP,	 disertai	 kontak	 pengaduan	 jika	 ada	WTP	 yang	mengajukan	
keberatan/koreksi	 data.	 Cantumkan	 tanggal	 survey	 dan	 batas	 akhir	 keluhan/koreksi	
dapat	disampaikan.	
Tabel	 4.1	 dilengkapi	 dengan	 hal-hal	 yang	 disepakati	 dan	 tidak	 disepakati,	 serta	 tindak	
lanjut	 (lihat	 contoh	 format	 di	 bawah	 ini,	 Masukkan	 	 semua	 kegiatan	 konsultasi	 yang	
dilakukan,	termasuk	yang	sifatnya	informal	dalam	pertemuan	warga).		
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VII. Mekanisme	Pengaduan,	keluhan	dan	Pengungkapan	

Membuat	 alur	 mekanisme	 pengaduan	 sesuai	 prosedur	 KOTAKU,	 dan	 juga	 mekanisme	 di	
tingkat	lokal	yang	dapat	diakses	oleh	WTP	dan	pihak-pihak	terkait.		
a. Saluran	pengaduan,	kontak	pengaduan	di	tingkat	lokal	dan	Pemkot	
b. Mekanisme	penanganan	pengaduan:	berapa	lama	tanggapan	akan	diproses	
c. Keterbukaan	informasi	tentang	pengaduan,	proses	penanganan	dan	hasil		
d. Buat	 tata	 cara	menyampaikan	 informasi	 ke	publik:	 hasil	 sensus	 sosial	 ekonomi,	 daftar	

WTP,	hasil	penilaian	aset	dan	kompensasi,	site	plan	yang	diusulkan	dan	disepakati,	hasil	
proses	 pengurusan	 hak	 atas	 tanah,	 site	 plan	 huntara	 dan	 rencana	 pemindahan	
sementara,	site	plan	huntap	sesuai	hak	atas	tanah	yang	diperoleh	beserta	kesepakatan	
desain	bangunan	dan	tata	letak	dengan	warga,	rencana	pemindahan	kembali	ke	hutan,	
rencana	peningkatan	penghidupan	WTP		

e. Buat	 dokumentasi	 bahwa	 informasi	 sudah	 disampaikan	 ke	 publik,	 apa	 saja	 tanggapan	
publik	(sepakat	dan	tidak	sepakat,	pertanyaan	dan	klarifikasi,	tindak	lanjut)	

	
VIII. Penilaian	Aset		

a. KJPP	 (penilai	 independen)	 diperlukan	 atau	 tidak	 ditentuakan	 kesepakatan	 yang	
dilengkapi	dengan	BA	

b. Pemkot	 perlu	 meminta	 pihak	 independen	 melakukan	 penilaian	 aset	 sesuai	 prosedur	
yang	 berlaku.	 Hasil	 penilaian	 aset	 ini	 yang	 akan	menjadi	 dasar	 penetapan	 kompensasi	
dan	penganggaran	oleh	Pemkot.		

c. Hasil	penilaian	aset	dan	besaran	kompensasi	dari	pihak	independen	
d. Tabel	ringkas	berisi	daftar	WTP	dan	kompensasi	yang	akan	diberikan	Pemkot		

	
IX. Rencana	Pemindahan	Sementara	

9.1 Penyusunan	site	plan	di	Huntara.		
Jika	ada	2	alternatif	huntara,	buat	rencana	yang	lebih	rinci	di	setiap	lokasi	calon	huntara:	
jarak	dari	masing-masing	huntara,	moda	transportasi	apa	yang	ada,	fasilitas	yang	ada	di	
huntara	 (jarak	 ke	 fasilitas	 kesehatan	 dan	 pendidikan,	 tempat	 pengumpulan	 material	
hasil	 pembongkaran	 di	 rumah	 lama	 yang	 akan	 digunakan	 kembali,	 utilitas	 (listrik,	 air	
minum,	toilet,	tempat	cuci	dan	jemur),	storage	untuk	menyimpan	alat	usaha	atau	ruang	
usaha	yang	dapat	digunakan	bersama		
Materi	yang	disiapkan:		
• Site	plan	di	huntara	
• Land	clearing	
• Pengukuran	persil	di	huntara	
• Penyediaan	basic	services	
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9.2 Proses	konsultasi	dengan	WTP:	
Siapa	akan	pindah	kemana,	bagaimana	pembagian	ruang	di	huntara	 (apakah	akan	per	
KK,	bagaimana	jika	ada	beberapa	KK	dalam	satu	rumah),		

9.3 Fasilitas	 atau	 bantuan	 yang	 dapat	 disediakan	 Pemkot	 selama	 tinggal	 di	 huntara.	
Misalnya,	angkutan	untuk	anak	sekolah	dan	warga	pergi	bekerja	atau	ke	tempat	usaha	

9.4 Rencana	teknis	pemindahan	ke	huntara:		
- Penyiapan	 huntara:	 (1)	 basic	 services	 (listrik,	 air	 minum,	 sanitasi),	 (2)	 tempat	

penyimpanan	 material	 secara	 kolektif	 di	 huntara.	 Antisipasi	 kemungkinan	
masyarakat	 mau	 menggunakan	 kembali	 sebagian	 material	 bangunan	 yang	
dibongkar,	 (3)	 fasilitas	 untuk	 kelangsungan	 penghidupan	 (misalnya	 jika	 ada	
pedagang	keliling,	perlu	disiapkan	tempat	gerobak	di	huntara)		

- Identifikasi	bantuan	sosial	yang	dapat	disediakan	Pemda:	misalnya	angkutan	untuk	
anak	sekolah	dan	pekerja	(jika	lokasi	huntara	agak	jauh	dari	kawasan	asal)	

- Proses	pindah	ke	 	huntara:	bagaimana	mengangkut	barang	dan	orang	 (ke	huntara	
dan	ketika	kembali	ke	lokasi	menetap),	perkiraan	waktu	tinggal	di	huntara	

- Pembongkaran	bangunan	di	 tempat	asal.	Kesepakatan	 jika	ada	material	bangunan	
yang	akan	digunakan	kembali	oleh	warga,	perlu	disediakan	tempat	di	huntara	atau	
lokasi	 lain.	 Rencana	 pengangkutan	 limbah	 material	 yang	 tidak	 akan	 digunakan	
kembali.		

- Semua	dilengkapi	dengan	Berita	Acara	
	
X. Pemantauan	dan	Pelaporan		

10.1	Mekanisme	pemantauan	
10.2	Pelaporan	
	

XI. Rencana	Pembangunan	dan	Pemukiman	Kembali		

11.1 Siteplan	Hunian	Menetap	
Siteplan	Huntap	harus	dikonsultasikan	dengan	WTP.		
Mengacu	pada	jenis	skema-skema	yang	disepakati,	mungkin	ada	beberapa	jenis	skema	
yang	perlu	dikonsultasikan	dan	disepakati	dengan	WTP	(sesuaikan	dengan	hasil	kajian	
legalitas	tanah	pada	sebelumnya):	
a. Tanah	 milik	 warga	 yang	 terdampak	 (bukan	 tanah	 milik	 negara)	 à	 akan	 jadi	

seperti	apa,	berapa	yang	terpotong,	bagaimana	jika	disepakati	(	akan	di	sepakati	
dengan	warga	terdampak)	

b. Tanah	milik	negara	(langsung	pindah,	pembangunan	huntap	melalui	BSPS)	
c. WTP	 yang	 tetap	 sebagai	 penghuni	 tanpa	 hak	 atas	 tanah	 (penyewa/pemilik	

memperbaiki	sendiri	dengan	kompensasi	perbaikan	dengan).	
	
	



28	 PANDUAN	PRAKTIS	PENYUSUNAN	DOKUMEN	PENGADAAN	TANAH	&	PERMUKIMAN	LARAP	PENATAAN	KAWASAN	PERMUKIMAN	KUMUH	
	

11.2 Rencana	pembangunan	kembali	dapat	dilakukan	bertahap,	sesuai	kesiapan	lahan	dan	
WTP.		
a. Seluruh	 rencana	 harus	 dituangkan	 dalam	 dokumen	 LARAP	 ini	 secara	 rinci,	

termasuk	 proses/tahapan,	 timeline,	 pihak	 yang	 terlibat,	 jumlah	 WTP	 beserta	
status	tanah,	luas	bidang	tanah,	kesepakatan	dalam	membangun	kembali		

b. Skema	pembangunan	kembali	bangunan:	bagi	WTP	di	lahan	bukan	negara	jika	ada	
c. Rencana	pembangunan	hunian	di	lahan	relokasi	:	
- Menyusun	 Siteplan	 sesuai	 dimensi	 ukuran	 dan	 bentuk	 persil	 lahan	 yang	

mendapat	hak	atas	tanah		
- Menghitung	 kebutuhan	 dimensi	 riil	 antara	 ketersediaan	 lahan	 dengan	

kebutuhan	warga	 yang	 akan	 ditata.	Misalnya	 diperoleh	 2,000	m2,	 sementara	
jumlah	warga	 yang	 akan	 terkena	 dampak	 adalah	 63	 KK	 dan	masing2	 sepakat	
mendapat	 40	m2.	Maka	 dibutuhkan	minimal	 2,520	m2,	 belum	 termasuk	 luas	
untuk	 utilitas	 (jaringan	 listrik,	 air	 bersih,	 sanitasi),	 jalan,	 drainase	 dan	
fasos/fasum	(minimum	20%	luas	kawasan).	Jika	ini	yang	terjadi,	perlu	dirembug	
bagaimana	desain	kawasan.		

- Perlu	dibuatkan	pilihan-pilihan	desain	bangunan	dan	tata	letak	bangunan	(site	
plan)	untuk	disepakati	pada	masyarakat,	 seperti	bangunan	didesain	 lebih	dari	
satu	lantai.	

11.3 Rencana	rinci	proses	pembangunan	dan	pemindahan	kembali.		

Pemindahan	 kembali	 ke	 lokasi	 lahan	 untuk	 hunian	 tetap	 harus	 dilakukan	 setelah	
bangunan	 hunian	 dan	 basic	 service	 tersedia,	 termasuk	 utilitas	 listrik,	 air	 minum,	
jaringan	limbah,	pengelolaan	sampah	dll,	dan	fasos/fasum	lain	yang	disepakati	dalam	
siteplan.	

11.4 Tabel	rencana	Aksi	penataan	permukiman	kumuh.	

Tabel	 atau	 matrik	 rencana	 aksi	 mencakup	 seluruh	 kegiatan	 yang	 akan	 dilaksanakan	
mulai	 dari	 persiapan,	 pelaksanaan	 penataan	 dan	 pembangunan	 serta	 rencana	
pemindahan	warga	ke	hunian	menetap.	Rencana	aksi	mencakup	kegiatan	fisik	dan	non	
fisik	(livelihood,	peningkatan	kapasitas,	dll).Rencana	aksi	mencakup	kegiatan,	besaran,	
penanggungjawab,	sumber	dana	rencana	waktu	pelaksanaan.	

	
7. PELAKSANAAN	dan	PEMANTAUAN		

	
7.1 Pelaksanaan	Rencana	Kerja	LARAP		

	
Pemerintah	 kota/kabupaten	 dalam	 pelaksanaan	 	 LARAP	 	 telah	 diuaraikan	 dan	 disepakati	

dalam	 rencana	 kerja	 LARAP.	 	 Ketersediaan	 anggaran	 APBD	 	 Pemerintah	 kota/kabupaten	 dan	
sumber	anggaran	lain	untuk	mendanai	rencana	kerja	LARAP	disiapakan	sesuai	jadwal	waktu	yang	
disepakati	dalam	dokumen	LARAP.	



 
PANDUAN	PRAKTIS	PENYUSUNAN	DOKUMEN	PENGADAAN	TANAH	&	PERMUKIMAN	LARAP	PENATAAN	KAWASAN	PERMUKIMAN	KUMUH	 29	

	

Proses	perencanaan	teknis	dan	pelaksanaan	infrastruktur	penataan	kawasan	disusun	dengan	
menyesuaikan	 pada	 rencana	 kerja	 LARAP.	 Lokasi	 dan	 luasan	 pengadaan	 tanah	 akan	
mempengaruhi	 desain	 teknis,	 demikian	 juga	 dengan	 waktu	 pelaksanaannya.	 Pada	 tahap	
pelaksanaan	konstruksi	:	

a. Seluruh	 proses	 pengadaan	 tanah	 dan	 pemukiman	 kembali	 harus	 diselesaikan	 sebelum	
pengelola	 Kegiatan	 melakukan	 kontrak	 konstruksi.	 Pelaksanaan	 pengadaan	 tanah,	
termasuk	 relokasi	 (jika	 diperlukan)	 serta	 pemberian	 kompensasi	 harus	 diselesaikan	
sesuai	dengan	hasil	kesepakatan	dan	hasil	kesepakatan	tersebut	diumumkan	secara	luas;		

b. Desain	 Teknis	 Kegiatan	 serta	 pelaksanaan	 pekerjaan	 konstruksi	 harus	 sesuai	 dengan	
batas-batas	 tanah	 dan	 mengakomodasi	 berbagai	 upaya	 yang	 telah	 disepakati	
sebagaimana	direkomendasikan	di	dalam	LARAP	Komprehensif	atau	LARAP	Sederhana;		

c. Pemerintah	 Kabupaten/Kota	 melakukan	 koordinasi	 untuk	 perencanaan	 program	
dan/atau	 kegiatan	 mitigasi,	 sebagaimana	 direkomendasikan	 di	 dalam	 LARAP	
Komprehensif	 atau	 LARAP	 Sederhana,	 misalnya:	 program/kegiatan	 pemulihan	
penghidupan	 WTP	 yang	 terganggu	 akibat	 adanya	 Kegiatan.	 Bappeda	 membantu	
Pengelola	 Kegiatan	 untuk	 mengkoordinasikan	 pelaksanaan	 LARAP	 Komprehensif	 atau	
LARAP	 Sederhana	 dengan	 instansi	 terkait	 termasuk	 memastikan	 dimasukkannya	
kegiatan-kegiatan	 tersebut	 ke	 dalam	 program-program	 instansi	 terkait	 tersebut	 dan	
anggaran	yang	cukup	disediakan	dalam	program-program	instansi	terkait	tersebut;		

d. Tim	 Pemantau	 Program	 KOTAKU	 	 berkoordinasi	 dengan	 Bappeda	 di	 tingkat	
Kabupaten/Kota	 untuk	 melakukan	 pemantauan	 terhadap	 pelaksanaan	 LARAP	 sebagai	
bagian	 dari	 keseluruhan	 kegiatan	 pemantauan	 Kegiatan	 Proyek.	 Laporan	 Pelaksanaan	
Kegiatan	tentang	pelaksanaan	LARAP	harus	menjadi	bagian	dari	Laporan	Triwulanan	dan	
Laporan	Akhir	mengenai	Pemantauan,	Evaluasi	dan	Pelaporan.	

	
7.2 Pemantauan		

Pelaksanaan	 rencana	 kerja	 LARAP	 harus	 dilakukan	 pemantauan	 olah	 para	 pihak	 terkait	
untuk	 memastikan	 rencana	 kerja	 LARAP	 dilakukan	 sesuai	 dengan	 kesepakatan	 dan	 tidak	
menimbulkan	 dampak	 buruk	 kepada	 program	 terutama	 kepada	 warga	 terdampak	 yang	
direlokasi	maupun	yang	tidak	direlokasi.	

Pemantauan	 dilakukan	 pada	 setiap	 proses	 pelaksanaan	 rencana	 kerja	 LARAP	 yang	
mencakup	proses	pengadaan	tanah	dan	pemukiman	kembali	atau	relokasi	dan	pasca	pengadaan	
tanah	dan	relokasi.	

a. Proses	pengadaan	tanah	dan	relokasi	
- Dilakukan	selama	proses	pengadaan	tanah	dan	relokasi	dilakukan	
- Nilai	ganti	kerugian	yang	diterima	mengacu	pada	penilaian	Tim	Penilai	Independen	
- Pemindahan	warga	dilaksanakan	sesuai	dengan	kesepakatan	dan	yang	dijanjikan	

b. Pasca	pengadaan	tanah	dan	relokasi	
- Dilakukan	secara	berkala,		misalnya	setiap	6	bulan	
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- Kondisi	sosial	ekonomi	WTP	mencakup		data	kependudukan,	pekerjaan,	penghasilan	dan	
pengeluaran	warga	dilokasi	baru.	

- Kualitas	hunian	dan	permukiman	warga	yang	direlokasi	mencakup	7	indikator	kumuh.	
- Bantuan	program	pemulihan	penghidupan	WTP	yang	dijanjikan	

c. Pelaku	:	
- Pemerintah	Kota/kabupaten	(Pokja	PKP/dinas	terkait)	
- Balai	PPW	dan	Satker	Provinsi	
- Tim	Konsultan	(TMC,	Korkot,	OSP,	KMP	dan	Konsultan	Evaluasi)	

		
	

8. PENGADUAN	DAN	PENGUNGKAPAN	

8.5 Penyampaian	Keluhan	dan	Instansi	yang	Bertanggung	jawab.	

Pememrintah	 kota/kabupaten	 harus	 membuka	 saluran	 informasi	 untuk	 dapat	 diakses	
publik	 dan	 memberikan	 mekanisme	 penanganan	 keluhan	 untuk	 WTP	 dan	 masyarakat	 luas.	
Penanganan	 keluhan	 akan	 dikoordinasikan	 kepada	 Bappeda	 Provinsi/Kabupaten/Kota	melalui	
Unit	 Pengelolaan	 Pengaduan	 yang	 dibentuk	 atau	 telah	 ada	 di	 kota/kabupaten.	 Pengelolaan	
pengaduan	dapat	disinkronkan	dengan	alamat	pengaduan	telah	ada	di	Program	KOTAKU,	baik	
ditingkat	kelurahan/BKM,	kecamatan	atau	melalui	Forum	BKM	di	tingkat	Kota/kabupaten.	

Jenis	pengaduan	atau	keluhan	yang	dikelola	oleh	unit	ini	tidak	terbatas	hanya	pada	hal-hal	
yang	terkait	pada	pengamanan	lingkungan	dan	sosial,	namun	dapat	juga	untuk	isu-isu	lain	yang	
terkait	dengan	kegiatan	penataan	kawasan.		

	
8.6 Media	Penyampaian	dan	Proses	Penanganan	Pengaduan.	

Unit	Pengaduan/Penanganan	Keluhan	menerima	pengaduan	masyarakat	melalui	berbagai	
cara,antara	 lain:	 melalui	 saluran	 telepon	 khusus,	 nomor	 khusus	 untuk	 sms,	 surat	 kabar	
lokal,kotak	 pengaduan,	 radio	 lokal,	 dan/atau	 website,	 termasuk	 cara	 yang	 biasa	 dipakai	
dilingkungan	masyarakat.	

Keberadaan	Unit	Pengaduan	serta	cara-cara	pengaduan	disosialisasikan	secara	luas	kepada	
masyarakat.	 Bappeda	 akan	 memantau	 dan	 mendokumentasikan	 pengaduan	 atau	 keluhan	
masyarakat	yang	terkait	dengan	Kegiatan,	serta	mengkoordinasikan	dengan	instansi	terkait	yang	
mempunyai	kewenangan	untuk	menindaklanjuti	pengaduan	atau	keluhan	tersebut.	Tindak	lanjut	
terhadap	 pengaduan	 atau	 keluhan	 masyarakat	 harus	 diungkapkan	 atau	 diumumkan	 kepada	
publik	 dan	 Pihak	 pemberi	 aduan	 harus	 diberi	 informasi	 secara	 tertulis	mengenai	 tindak	 lanjut	
atau	tanggapan	terhadap	aduan	yang	disampaikan.	

	
8.7 Dokumentasi	dan	Keterbukaan	Informasi.	

Bappeda	 akan	 mendokumentasikan	 pengaduan	 atau	 keluhan	 dan	 tindak	 lanjutnya	 dan	
mengungkapkannya	 secara	 luas	 baik	 melalui	 surat	 kabar	 lokal,	 buletin	
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PemerintahProvinsi/Kabupaten/Kota	 dan/atau	 website	 Pemerintah	 Kabupaten/Kota,	 atau	
media-media	lain	yang	dapat	menjangkau	masyarakat	secara	luas.		

Dokumentasi	 pengaduan	 atau	 keluhan	 serta	 tindak	 lanjutnya	 disampaikan	 juga	 dalam	
Laporan	pemantauan	kegiatan	pengadaan	tanah	dan	pemukiman	kembali	dan	 laporan	berkala	
pelaksanaan	infrastruktur	Program	KOTAKU	.	

8.8 Pemanfaatan	sistem	pengaduan	yang	telah	ada.	
Dalam	 hal	 Provinsi/Kabupaten/Kota	 telah	 memiliki	 sistem	 pengaduan	 atau	 penanganan	

keluhan	 yang	 cukup	 baik	 dan	 ditangani	 oleh	 instansi	 selain	 Bappeda,	 maka	 instansi	 tersebut	
menampung,	mengkoordinasikan	 tindak	 lanjutnya,	mendokumentasikan	 serta	mengumumkan	
pengaduan	 atau	 keluhan	 serta	 tindak	 lanjutnya	 kepada	 masyarakat	 luas.	 Dalam	 situasi	 ini	
Bappeda	memastikan	bahwa	dokumentasi	pengaduan	atau	keluhan	serta	tindak	lanjutnya.	
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